BUPATI BOLAARG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPAT! BOLAANG MONGORDOW
NoMor 09 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGOARAAN DAN PETUNJUR PELARSANAAR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : & bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan darran
perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunas
di Kabupaten Bolaang Mongondow]

b. bahwa guna kelancaran dan certib  edmimistrs
musyawarah petencanaan pembangunan dl Rabupater
Balaang Mongondow berjalan leblh teraran., tepal sasaran
epat waktu dan sesual dengan Ketentuan  prralins
perundang-undangan, perlu  adunva  pedomun o
petunjuk peliksatiaan Musyawarah Perrncanns
Pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksid
dalem huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraiuran
Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraun dan Petunjus
Pelaksanaan Musyawarah Perencanean Pembangunan
Kabupaten Bolamng Mongondow;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahupn 1959 (enotang
pembentukan Dasrah-Daersh  tingkat I di  Sulawes
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negars Republlk Indonesia Nomo
L1822



2.

o

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2003 (entang
Keuangan Negara (Lembaran Negars Republil Indonesis
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahen Lembaran egars
Republik Indonesia Nomor 4268);

Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sisiem
Perencanaan Pembangunan Naesional (lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lemibaran Negara Republik Indonesie Nomor 4521
Undang-Undang Nomor 7 Tehun 2007 teniang
Rencana Pembangunan Jangks Panjang Nasiondl Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahus
2007 Nomor 33, Tambashan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
[Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2011 Nomao
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo
3234

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 rentang
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Hepubilis
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemoam:
Negara Republik Indonesia Nomor 5587V), sehagaiman
telah diubah beberapa kall terakhir dengar Undang
Undang Nomor & Tehun 2015 renmang perubahan kedus
atas Undang-Undang Nomoar 23 Tahun 2014 ienteng
Pemerintahan Dasrah (Lembaran Negara Tahun 2015
Namor 58, Tambahan Lembaran Negarmm Repu bl
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemeérintah Nomor 58 Tahun 2005 tentine
Pengelolasn Keuangan Daerah (Lembaran Negama Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian. dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencans Pembangunar Dusem
|[Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2008 Sames
<1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomi
4817);



9, Peraturan Pemermtah Nomor 18 Tahun 2016 leniang
Perangkat ‘Daerah [Lembaran ncgura Republik Indoness
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negare
Republik Indonesia Nomor S887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahiin 2010
tentang Perunjuk Pelaksanasn Peraturan Pemerintal
Nomor § Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunin.
Perigendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencano
Pembangunan Daerah |Berita Negara Republik indonesi
Tahun 2010 Namor 517);

11, Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 86 Tahun 20
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaiuas
Pembangunan Daerah;, Tata Cara Evaluasi Hancangal
Peraturan Daersh tentang Rencans Pembangunon Jangss
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangss
Menengah Daerah, serta Tate Cara Perubahan Hencani
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Hencano
Pembangunan Jangks Menengah Daeral, tan Rencans
Kerja Pemerintah Daerah [Berita Negara Republik Indosiesis
Tahun 2017 Nomeor 1312);

12, Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2
Tahun 2014 Tentang Rencana Tama Ruang Wilmyah
Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 20142034

13, Peraturan Daerrah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomaor |
Tahun 2015 1entang Rencana Pembangunan Janges
Panjang Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025

14, Peraturan Daeral Kabupaten Bolaang Mongondow Narmo
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan langi:
Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MOMGONDOW TENTAM
FEDOMAN PENYELENGOARAAN DAN PETUNIL
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupat ind yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bolasng Mongondow.

Pemerintahan Darrah adalah penyelenggaraan urusan pemerintaban el

pemerintah daetah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip oronomi seluasjuasn

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indanesis
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negura Republik
Indonesia Tahun 1945:

Pemerintah Daerah adalah Bupatl sebagal unsur penvelenggirs
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerntanus
yang menjadi kewenangan daerah;

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalal
lembaga perwakilan rakyat dasrah yang berkedudukan sehagal wnsill
penvelengpara Pemerintahan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lun yung
seianjutnya disingkat dengen BAPPEDA adalah Perangikat Darrabl vans
melaksanakan (ugas dan mengoordingsikan penyusunan, pengendalin

dan evaluas! pelaksanaan rencana pembangunan Daerali,

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupau dan DFRD  dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daeril
Fasilitator Kelurahan adalah pihak yang melakukan pendampingin kepads
masyarakat atau tenaga terlatih/berpengalaman dalam memfasilitast dan
memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memillki kapasitas
kualifikasi dan kompentesi teknis serta Keterampilan dalam penerapan
berbagali teknik dan instrumen untuk menunjang proses persncaEnEas
partisipatif (Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan)

Narasumber adalah pihak pember informasi yang perlu diketahu peserns

Musrenbang untuk bahan pengamhbilan keputusan dalam proses
Musrenbang.



10. Pemangly Kepentingan Pembangunan adalah pihak vang herkepentingal
untuk mengalasi permasalahan dan lgngsung aluu Odak (ANESUTE
mendapatkan manfaat atau dampak dar perencanaan dan pelaksanaal
pembangunan daerah, meliputi unsur masyarakat dar kelompok-kelompok
didalamnya.

11.Rencana Pembangunan Jangks Menengah Daerah, vang selanjutnvi
disingkat RPJMD adalah doleumen perencanaan untuk perode mhun
2017-2022 vang merupakan pernjabaran visi dan misi Bupatl-Wakil Bupan
Bolaang Mongondow.

12. Rencana Pembangunan Tahunan Dacrah yang selanjutnyn disebiul
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disinpkat RKFI
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk perioce | [satu| wahun

13. Rencana Strategis Perangkar Daecrah, yang selanjutnya disingkar Renaiig
Perangkat Daerah adalah dokumen perencangan pembangiitian dur
masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow antu
periods 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RRIM Daes
sesual masing-masing tugas pakok dan fungsi darl Peranglkat Daecal

14. Rencana Kerja Perangkat Darrah, yang selanjutnys disingkal Senj ©
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk perlode sal
tahun, mengacyu pada Renstra Peranghat Daerah,

15 Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebu
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunes
dalam rangka menyusun rencana pembangunan dacmh

16, Musrenbang Desa atau Kelurahan adalah forum musyawarah perencanaan
pembangunan taliunan di tingkat desa atau kelurahan vang dilaksanalan
secare. demokratis antara Pemangky Kepentingan Pembangunan unfik
menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya, yavg
dilaksanakan secara demokratls berbasis masyarakat kelurahan.

17.Musrenbang RKPD di Kecamatan, yang selanjutnya Musrenbang
Kecamatan adalah [orum musyawarah perencanaan pembanguinan
tahunan i tngkat kecematan yang dilaksanokon seccars oomokrmio
antara Pemangku Kepentingan Pembangunan untuk menyusun rumusasn
kegiatan pembangunan darl desa dan keluraban serta mesvepalolll
kegiatan lintas desa dan/atay kelurahan dalam wilavah kecamaton
disinergikan dengan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah.



18, Forum Perangkat Daerah, yang selarijutnya disebur Forum PD adalal
Forum musyawarah antara Pemangku Kepentingan Pembangunan Wity K
membahas rimusan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatul
dan rumusan kegiatan komunitas sekioral/Pemangku Kepentingan
Pembangunan dalam rangka menyepakati Daftar Skala Prioritas Regitnl
dalam Rancangan Renja Peranghal Daerah.

19. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah, vang selanjuinvi disebus
Misrenbang RKPD adalah forum musyawarah perencanaan pembangins
tahunan vyang dilaksanakan secara demokratis ontare Pemangss
Kepentingan Pembangunan dalam rangka menyempurmakan rancangan
awal RKPD.

20, Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, yang selanjutnva dinimgks
APBD adalah APBD Kabupaten Bolaang Mongondow

21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsl, vang selanjutin:
disingkat APBD Provinsi adalal APBD Provinsi Sulawes: Liara.

22, Anggaran Pendapaian dan Belanja Nasional, yang selan|uinya disingkal
APEN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja vang bersumber di
Pemetintah Pusat.

23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah penjabaran prioritas pembangunad
mengacy pada tema dan arah kebijakan Pembangunan Daeran dalam
RPJMD atay Rancangan Awal RKPD tahun berikutnya.

24, Daftar Skala Prioritas Keglatan adalah Daftar Rancangan Hegiatan vide
divrutkan menurut bobot dan/atan tingkat kepentingannya sesii
indikator yang disepakatl bersama oleh peserta musrenbang

aaB 1l
RUANG LINGKUP MUSRENBANG

Pasal 2

(1} Musrenbang tahunan dilaksanakan dalam mangha menvusun R&F
Kabupaten Bolaang Mongondow secars terkoondinasl antar pemerinta!
dasrah dan partisipasi seluruh pemanghku kepentingan.

{2) Bappeda mengoordinasikan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Bolasng Mongondow dan memiasilitasi penvelenggarann
musrenbang Tmgkat Desa/ Relurmhan / Kecamatan dan Kabuparen,

[3] Pengelolaan data musrenbang (Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dar
Kabupaten| berbasis teknologl informasi melalui aplikasi e-plammuing dengsa:in
alamat http:/ /bappedsbolmons vplanning?.com.

b, 7



HAB LIl
TAHAPAN MUSRENBARG

Pasal 3

Musrenbang tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakal
dengan tahapan:

Musrenbang Desa/Kelurahan.
Musrenbang Kecamatan.
Musrenbang Kabupaten, terdiri atas:
a. Forum PD/Cabungan PD; dan

b. Musrenbang Kabupaten,

BABIV
PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pasal 4

Susunan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis musrenbang fercanium
dalam Lampiran |, Lampiran [T, Lamptran 11l dan Lampiran IV yang merupaksn
bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat! ind,

BAB V
PENILAIAN PENENTUAN PRIORITAS

Pasal 5

(1} Pemberian bobot dan nlial skor untuk penentuan tingkat prioritas usulan

kegiatan dalam rangka penyusunan RKPD pada Forum PD/Gabungan 1)

dengan mempertimbangkan:

a. Ustlan tekronafik oleh PD pada Rancangan Awal Renja PD. meliputl
berkaitan dengan RPRJPD, RPIMD, kebijakan pemerintah pusar daerah
dan lain-lain;

b. Prioritas (Ranking) usuian hasil musrenbang Kecamatan. meliput
jumlah desa/kelumhan pengusul kegiatan vyang sama. L
desa/kelurahan yang akan merasakan manfaat hasil kegiation, dan Ll
lain;

¢. Pokok-pokok plkiran angeota DPRD Kabupaten Bolaang Mopgond
hasil Reses, vang telah tercantum/dimasukan dalam e-plamning: dan

%



4. Hasll verifikasi lapangan dari PD pelaksana atas usulas keginan nasi
musrenbang kecamatan, meliputi; persyaratan teknis, administras,,
aspek kemampuan keuangan daerah, dan lain-lain,

(2| Format dan rumusan penllalan usulan kegiatan sehagaimana dimalsudl
pada ayat 1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian vang
tidak terpisahican dari Peraturan Bupatl inl.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Bupar! ini mula beriaky pada tanggal diundangian.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahian pengundangs

Peratiiran Bupati ini dengan penempatannya dalam Serta Daecrah kabupaio
Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal ¥ — [ = 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, [

7’

? PREDJO MOROACOW

Diundangkan di Lolak




LAMPIRAN 1  PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 09 TAHUN 2019 .
TENTANG FPEDOMAR PENYELENGGARAAN  DAR

PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

mmwm

A. ORGANISASI PENYELENGGARA
wwmmmﬂﬂnw

B. KEGIATAN PERSIAPAN MUSRENBANG

1. Penetnpan agenda pelaksansan Musrenbang |

5 Sosialisasi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan, dan
teknis pelaksansan kegintan oleh Bappeds uniuk ditmdaklanjun oleh
masyaragar,

s.wmammmxmwnmwnm
dan pemangku kepentingan pembangunan lEntang persLapel
pelaksanaan Musrenbang;

4. Penyampaian surat edaran  Hepala Desna/fLurah kepadi
RT/RW/pemangku kepentingan pembangunan Desa/Kelurahan tentang
pelaksanaan musrenbang:

5. Penyampaian surat edaran Kepala Bappeda kepada Kepals Desa /Lurah
Camat tentang priorias pembangunan serta armhan kegiatan (aho
berikutnys;

6. Pembentukan Panitin Musrenbang pada masing-masmng Lrgesaar
sebelum pelaksanasn tahapan Musrenbang, dengan ketentuan scbaga

berikut:

a. Pembentukan panitia musrenbang Desa/Kelurahan, difasilitas: olef
Pemerintah Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Heputusas
Kepala Desa/Lurah;

b. Pembentukan Paninia Musrenbang Kecamatan, difasilitasi oleh
Pemerintah Kecamatan setempat dan ditetapkan dengan Keputusan
Camat;

¢. Pembentukan Panitia Musrenbang Kabupaten dan panitis forum
Perangkat Daecrah ditetapkan dengan Keputusan Bupat:.

7. Penyusunan rancangan awnal rema Perangkat Daerah oleh masmg
masing Perangkat Daerah, mengacu pada Renstra Perangksat Dueerab
dan

8. Pengiriman rancangan awal renja Pemangkat Daerah kepada Bappeds
sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.



EELUARAN/OUTPUT

1. Jadwal Pelaksanann Musrenbang pada setiap tingkatan;
5 Panitia Musrenbang pada senap tngkatan; dan
3. Panitia Forum Peranghkat Daerah.

{

BUPATI BOLAANG MONGONDOW , |

e

'i' Y EPREDJO MOKOAGOW



LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 084 TAHUN 2019
TENTANG FPEDOMAN PENVELENGGARAAN DAL
PETUNJUK PELARSANAAN MUSYAWARAL
PERENCANAAR PEMBANGUNAN KABLUTATEN
BOLAANG MONGONDOW

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAR
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. Pengertian

Musvawaral Perencanaan Pembangunan iMusrenbangl Desa/kelumabn
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerntad
Desa/Kelurahan, dan unsur masvaralal yang diselenggarakan «airo
Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menetapkan prioritas, Drogran
kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa/Kelurahan yang didinal olen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakal
Desa/Kelurahan, ADD, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Darcra’
Kabupaten /Provinsi/APBN.

B. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan adalah.

. Membahas dan menyepakati Rumusan Rencana Kerja Pembangumin
Desa [RKP Desal/Renja Kelurahan,

2. Membahas dan menyvepakot kegiatan yang akan didanm  meinia
APBDes.

3. Membahas dan menyepakatl prioritas legiatan vang akan (it
dalam Musrenbang Kecamatan,

4. Menentukan Delegasi Desa/Kelurahan yang akan berpartisipas) pan
Musrenbang Kecamatan;

5. Adanva Berita Acara Musrenbang Desa/helurahan

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan selama minggu ke dus samps
minggu ke tiga bulan Januari
Peserta
Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan terdiri dari:
1. Pemerinteh Desa/ Kelurahan.

2. Badan Permusyswaratan Desa (BPD)/Lembaga Pemberdavasn
Masyarakat (LPM].



3. Unsur Masyvarakat, terdirt dar:
a. Tokoh Adat;
b. Tokoh Agama;
c. Tokoh Masyarakat;
d. Tokoh Pendidikan;
e. Tokoh Pemuda;
f. LSM;
g Perwakilan Kelompok Tani
. Perwakilan Kelompok Nelavan:
|. Perwakllan Kelompok Perajin,
j. Perwakilan Kelompok Perempuan;
k. Perwakilan Kelompok Pemerhati dan Perfindungan Anak:
L. Perwakilan Hﬂhmmlg Masyarakat Miskin;
m. Perwakilan Pengusaha; dan
n. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial  budsys
masyarakal.

D. Moderator/ Fasilitator
Moderator/ Fasilitator adalah tenaga teriatih atau herpengalamian van
memiliki kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambil
keputusan dalam kelampok diskusi Musrenbang Desa/ Relurahur

E. Narusumber

Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, teshift dan

1. Unsur Pemerintah Desa/Relurahan;

2. Unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Pembertiavaan
Masvarakat (LPM);

3, Unsur Pemerintah Kecamatan;

4, Perwakilan anggota DPRD dar wilayah pemilihan bersangkutan,

5. Perwakilan SKPD Kabupaten dan unsur lain dapat pula menjad
narasumber apabila diperiukan,

F. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan

1. Pengorgariisasian Pelaksana Musrenbang Desa/Kelurahan
Untuk menjamin mutu proses dan mutu  hasil Musrenbarg
Desa/Kelurahan, maka perlu dilakukan disntaranya membentuk Tim
Pelaksana Musrenbang Desa/Kelumhan., Tim mi berkedudukan o
tingkst Desa /Kelurahan.

2. Persiapan Pra Pelaksansan Musrenbang Desa/ Kelurahan
Beberapa persiapan yang diperlukan agar kegiatan Musrenban
Desa/Kelurahan dapat berfalan dengan balk adalah sebagal beric
a. Penentuan jadwal dan tempat  pelaksanaan | Musrenbat;

Desa/Relurahan;




b. ldentifikasi peserta Musrenbang Desa/Kelurahan Van
merepresentasikan keterwakilan kelompok-kelompok kepentingar.

c. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan kepada seiurub pesesis
Musrenbang Desa/Kelurahan;

d. Menyiapkan data/Informas: tentang realisasl REP Desa/Renlb
Kelurahan tahun {-n) dan rencanz tahun in| serta perkirasn miju
tahun n+; dan

e. Menyiapkan bahan-bahan dan alat bantu fasilitas lannyn

. Tahapan Pelaksansan Musrenbang Desa/Relurahan

Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan tahapan prosos

sebagai berikut:
a. Pendaftaran Peserta!
Pendaftaran peserta dilakukan pada saat pelaksanian Musreribar
Desa/ Kelurahan dengan mengis! dan menandatangani Dafiar Sadir
b. Acara Pembukaan Musrenbang Desa/Kelurahan,
Pembukaan Musrenbang Desa oleh Sangadi/Lurah,
c. Pemaparan Materi dan Narmsumber {secara pancl) dan diskus! pleno
tentang realisasi pelaksanaan RKF Desa/Renja Kelurahan Tahun -1
dan rencana Tahun (n) serta Perkiraan Maju Tanun (o= plen
Sangadi/Lurah;
d. Pembahasan dan Penetapan Rancangan RKP Desa/Renja Kellirahan,
1] Pemaparan Draft Rancangan RKP Desa/Renja Kelurahan Tahun
[n} oleh Sangadi/Lurah.

2| Pembahasan Draft Rancangan RKF Desa/Renja Kelurahan oleh
Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan,

3| Penetapan Rancangan RKP Desa/Renja Kelurahan.

e. Penentuan Kegiatan yang didanal melalul APBDes Tahun

1| Sangadi menjelaskan perkiraan besaran Dana Dess dan pala
penggunaannya

2] Sekretaris Desa memanduy pesera Musrenbang Dess  anti
menyepakati kegiatan yang akan didanal melalul AFSDes
In|, Kegiatan yang disepakati tersebut bersumber darl BKFP Tesa
tahun (n).

3) Sangadi sebagal Pemimpin Rapat menstapkan kegiitan san
didanai melalui APBDes Tahun (nj,

{ Penentuan Kegiatan yang akan digjulmn pada Musrcenbane
Recamatan :
1| Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan mengldentifikkas) keglaun

vang akan diajukan sebagai usulan Desa/Kelurahan dalan
Musrenbang Kecamatan. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan yvang
tertuang dalam RKP Desa Renja Kelurahman, rewap  pelum
mendapat kepastian pendanaan melalui APBDes.




2| Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan herdiskisi untuk menvukl
skala prioritas berbagal keglatan rersebur  berdasarian blidang
hidang (Bidang Ekonoml dan Sumber Daya Alam, ik
pembangunan Manusia dan Masyarakat dan Bidang Iniras st
dan Pengembangan Wilayah|,

3} Peserta menyepakatl urulan priovites keglatan sesunl rteTtjti
bidang-bidang,

g Penetapan Delegasl Desa/Kelurghan yang akan menghadi
Musrenbang RKecamatan, Delegasi Desa/Relurahan  fersebil
hendaknya merepresentasiian kepentingan kelompok pengusu
termasuk kelompok perempuan,

Jumlah Delegasi Desa berjumlah 3 {lima} orang, terdit i

Sangadl|/Lurah dan perwalilan masyarakat dengan memperhiatikan

keterwakilan perempuan.

h. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembanasan usulon
pada saat Musrenbang Desa/Kelurahan atas Usulan Kegiatan yang
akan dibiayai APBD Kabupaten/Provinsi atau APBN .

1) Kegiatan yang mempunyai days ungkit terhadap Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Falaang
Mongondow,

2] Keglatan yang sifatnya mendesak untuk dilaksanakan.

3) Harus mencantumkan Perangkat Daerah [PD)/Unit  kKens
pelaksana sesuii dengan tugas fungsinya.

4) Usulan hasil Musrenbang untuk yang masuk prioritas ke-— [dud
dan prioritas ke-3 (tiga] yang belum dimkomodir padn BRE
Kabupatess Bolaang Mongondow dan telan memenunl sviti
telkenis, maka tidak perlu diusulkan kemball

G. Tahapan Pascamusrenbang Desa
Beberapa kegintan penting yang harus dilakulan setelah Musrenbang
Desa/Kelurahan adalah sebagal berikut:
a. Rapat Kerja Tim Pelaksana Musrenbang Desa/Kelurahan unih

&

penyusunan Dokumen Hasil Pelaksanaan Musrenhatg
Desa/Kelurahan;

Pembekalan Delegasi Musrenbang Desa/Kelurahan;

Penyampaian Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan ke Pemerintab
Kecamatan sebelum peiaksanaan Musrenbang Recamaian dengan
Tembusan Kepada Bupat! Bolaang Mongondow melalul Kepala Batlan
Lmnmnmn Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondos

Penginputan Usulan Rencana Keglatan Pembangunan Desa keluraho

|Usulan untuk Musrenbang Kecamatan) diinpu pada eplanmng paos
saat Pramusrenbang Kecamatan, berdasarkan Berita Acara  lasi
Musrenbang Desa/Kelurahan.
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LAMPIRAN [1l PERATURAN BUPAT] BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 09 TAHUN 2019
TENTANG  PEDOMAN  PENYELENGGARAAS AN

PETUNJUK PELAKSANAAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANOUNAN KABUPATET
BOLAANG MONGONDOW

PEDOMAN PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN
HKABUPATEN BOLAARG MONGONDOW

A. Pengertian

Mustenbang Kecamatan adalah forurn musyawarah tahunan bl

pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untik mendapatkan masulal
kegiatan prioritas darl desa/ kelurahan serta menyepakatl rencana Regiata

lintas desa/kelurahan df kecamatan Yang bersangkutan sebugal dass
penvusunan Rencans Kerja Kecamatan dan Rencara Keria Permngha
Dacrah Kabupaten.

Pemangku Kepentingan (stakeholders) kecamatan adalah pihak vang
berkepentingan dengan kegiatan prioritas dan Desa/kelurahan  Wntus
mengatasi permasalahan di wilayah kecamatan Scrif pihak-pihak yang
berkaitan dengan dan atau terkena dampak hasil musyawarnh.

B. Tujuan

1 Membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Kecamatan

2 Menampung dan membahas usulan Kegatan prioritas desa/kelurahs
yang diperoleh dari Daftar Usulan RKP Desa/Usulan Relgrahan =
menjadi prioritas kecamatan
|Dalam Musrenbang Kecamatan tidak muncul usulan proyes

. kegiatan baru selain usuian dari Desa/Kelurahan, kecuall wusulan
baru yang benarbenar prioritas dan atau mendesak wuntug
dilaksanakan].

3 Melakukan koordinasi, konllrmast, kiarifikasi serte sinkronisas: s
wegiatan tingkat kecamatan,

4 Melakukan klasifikas! atas prioritas keglatan pembangunan Kecamalill
sesuai dengan fungsi-fungsi Prrangkat Daerah;

5 Menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangha
Daerah (PD) kecamatan maupun yang akan diusulkan pada Forum
PD/Musrenbang Kabupaten.

& Merumuskan dan menyepakati serta menetapkan kemball Usulin
prﬁfuk-m kegiatan dan masing-masing Desa/Kelurahan sesual
dengan prioritas penanganannya seria sumber-sumber pemblayaann
untik dimusyawarahkan dalam Diskusi Forum PD dan Musrenbans
Kabupaten. |




7 Menyepakatl dan menetgpkan Delegasl Kecamatsn yang akan mengss

'y
! i1

usulan-usulan permasalahan kecamatan pata Diskusi Forum

€. Walktu dan Tempat Pelaksanaasn

Musrenbang RKPD di Kecamalan dilaksanakan pada minggy pertama b les
Maret, yang bertempat di Aula Kantor Camat atau tempai jmn Fanig
representatif dan memilii alrses internet serta menampung selurun peseri

Musrenbang Kecamalan,

D. Peserta
Peserta  Musrenbang  Kecamatan, — mewakil masyarakat  Hal
lembaga/organisasi kemasyarakatan seria pelaky pembangunan |amnyd
yang ada di wilavah kecamatan, yang terdiri dari .
1. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan
a. Camat;
b. Danramil; dan
¢. Kapolsek.
2. Unsur Pemerintah Kecamaran -
a. Sekretaris Kecamatan:
b. Para Kepala Seks| yang ada di kecamararn; dan
c. Perwaldlan UPTD/UPTB dl tingkat kecamatan;
3. Unsur Perwakilan Desa/Kelurahan -
a. Kepala Desa/Luran;
b. Ketua BPD/Ketua LPM Kelurahan; dan
c. Delegasl Desa/Kelurahan.
4. Unsur Masyarakat :
& Tokoh Agama/Tokoh masyarakat
b, Organisasl masyarakat di tingkat Kecamatan [0rmas HEAGATTIRHNT!
KNPl, Karang Taruna, PKK, koordinator BKM Kecamatan, dan lain
lainj;
¢. Tokoh pemudi;
d. Tokoh/kelompok perempuarn;
e Perwakilan Kelompok pengusaha kecil/selctor informal)
{. LSM vang berdomisill dan beraktifitas di kecamatan tersebul [LSM
yang pedull fernadap tahapan proses perencanasn pembsngunan
dan

g Kelompok profes! (dokter, guru, pengusaha, dan lain-lamj.

E. Narasumber dan Fasilitator
1. Narasumber dari Kabupaten:
a. Sekretaris Daerah Kabupaten:
b. Anggota DPRD Habupaten Boleang Mongondow yung bemsal do
Daerash Pemilthan (Dapll) atau yang Dertempal Unggal i wibay o
kecamatan bersangkutan:




¢. Perwakilan PD tingkar Kabupaten yang terdiri dari Kepals PI} ata
Kepala Bidang/Kasubbag yang menangani Perencansan, dan ..

d. Tim Pendamping Musrenbang Kecamaian yang terdiri dazl Semu
Kepala Bidang pada Badan Perencansan Pembangunan Daerah
(Bappeda).

2. Narasumber dari Kecamatan:

a. Camat/Aparaiur Kecamatarn;

b. Kepala UPTD/UPTB tngkat kecamatan, dan

c. Tenaga Ahli Pendamping Desa.

3. Fasilitator Musrenbang kecamatan

Fasilitator Musrenbang Kecamatan adalah Tim vang dibentuk Sappess

Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdiri dari para pejatial 5t et

Happeda dan Staf yang dipandang mampu dan ecakap untl

memf{asilitasl pelaksanasn musrenbang kecamatan, Seria dibaniu aleb

Tenaga Ahll Pendamping Desa.

F. Penyelenggara

Untuk mendukung penyiapan dan pelaksanaan sampai deogd
penyusunan hasil Musrenbang Wecamatan, dibentuk tim prnyelengeann
Musrenbang Kecamstan yang terdiri dari Camat selaku  hetun  den
penanggung jawab kegiathn, vang dibantu gleh Sekretaris dan beberaps
anggota Tim Penyelenggara,

Tim Penyelenggara dapat ditunjuk dari pejabat struktural, stal kecamalal
dan atau anggota masyerakat yang dianggap mampu membantil
pelaksanaan tahapan Musrenbang Kecamatan.

G. Peran dan Fungsi Pelaku Kegiatan
1. Narasumber:

& Menyampaikan amh kebijakan dan program pembanguno
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

b. PD Kabupaten menyampaikan rencana awal program San Largs
capaian sesual RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow 20]7-2052
serte  keglatan prioritas yang akan dilaksanakan dioosaiaved
kecamatan bersangkutan; dan

c. Menjawab jika ada pertanyman yang menyangkut Kebliakan d.

program pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Fasilitator

a. Melakukan koordinesi dengan tim penyelenggars Kecamatan

b. Menjembatani proses Musyawarah Pembangunan antara peinerinta’
dan masyarakat serta mendukung agar proses pertukaran informan
dan pemikiran dapar berlangsung;

¢. Membanty/mendamping! Tim Penyelenggara Musrenbang hecamilan
untitk memastikan berflangsungnva proses musvawarah:

d. Memandu dan memantau pelnksanaan Musrenbang Kecametin




e. Membantu para delegasi/peserta dalam menjalankan TUgasios o
forum Musrenbang Kecamatan; dan

{ Memandy dan memantau tindaklanjut pelaksanaan Musirenbang
Kecamatan.

3. Camat

a Tahap Persiapan:

1) Mensosialisasikan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan: dio

2| Membentuk Panitia/Tim Penyelenggara Musrenbang Recamaian

b. Pra Musrenbang Kecamatan:
1| Memastikan tersedianya Daftar Usulan darl Desa/Kelurahan,

2 Memfasilitast penginputan  Daftar usulan hasll Musrenbang
Desa/Kelurahan pada aplikas: e-planning;

3) Mengarahkan proses peluksanaan Musyawarah Pra Musrenbing
serta memberikan arah sesual kebljakan Pemerintah Daeran:

4) Memfasilitasi Musyawarah Kesepakatan Antar Desa; dan

5] Memfasilitasi Penentuan Prioritas Kegiatan Pembangunan Tinghs
Kecamatan,

¢. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan:

I} Memberikan kata sambutan dan menyampalkan pengants
tentang pelaksanaan Musrenbang Kecamatan,

2| Memaparkan usulan prioritas program dan kegiatan kecameaiar

3| Menyampaikan secara garis besar program-program Sand Akl
dilaksanakan oleh PD kecamatan di wilayah kecamatan;

4| Menandatangani  berita acara pelaksanaan  Musrenban
Kecamatan dan usulan prioritas Kecamatan,

3] Membentuk perumus program di Kecamatan dan menclapka
delegasi Kecamatan sehagal perwakilan kecamatan pada Forum B
dan Musrenbang Kabupaien; dan

6] Menutup pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

4, Panitia/Tim Penyelenggara

a. Mengumpulikan dan merekapitulasi Daftar Usulan Desa/kelurahan
vang telah ditnput pada aplikasi e-planning:

h. Kompilasi Hasil Daftar Usulan RKP Desa/Kelurahan dan Reroa PD )
Tingkat Kecamatan;

c. Mengelompokkan usulan atau rencana kerja vang berasal darl hasl!
Musrenbang Desa/Kelurahan dan RENJA PD di tingkat Kecamaran
serta sepakat untuk diangkat dalam Musrenbang Kecamaimn
Pengelompokan ini dimaksudkan unwk lebih mempermudat
pembahasan dalam penentusn skala prioritas berdasarkan progran
dan  kegiatan.  Rekapltulasi seluruh  hasll  Musrenbang
Dmfﬁ:iumhm i rnncl  berdasarkan biding dan PTTR AT
pembangunan yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggam nnges
kecamaran;



d. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang

Kecamatan;

Mengidentifikasi, menctapkan dan menyebarkan undangan He
seluruh peserta Musrenbang Kecamatan,

Melalkukan koordinasi dengan Tim Fasilitator Musrenbang Gan
Membanty tim Fasilitator Musrenbang dalam menialankan Tigasnva
Menyiapkan tempat/ruang rapat yang representatif, menyediakan
konsumsi rapat, menyiapkan daftar hadir serta bahan/alat-alal yang
diperiukan (a.l. akses internet, laptop, LCD, sound system, cokrool,
dan lain-lainl;

. Menyiapkan handout/kit peserta dan membagikannya padoa sai

pendaftaran peserta berupa hasil kompilasi daftar usulan;

Mempersiapkan data dan dokumen yang diperlukan patla sas!

pembahasan Musrenbang Kecamatan, antara lain terdin dar;

1l Draft awal keputusan hasil Musrenbang Recafmaian:

2] Daftar usulan prioritas dari kelurahan,

3] Petn wilayah, Peta patens: dan Peta permasalahan keosmata
liika tersedia dan diperiukan);

4| Data proyek yang (elah dilaksanakan dan yang Sedant
dilaksanakan;

51  Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dan

6] Format-formart istan Musrenbang Kecamatan.

5. Delegasl Desa/Kelurahan:
a. Memberikan penjelasan /klarifikasi terkait Usulan Desa/ Kelurahan

dan

b. Memberikan masukan/pendapat pada saat pembahasan.
6. Peserta Lainnya
Memberikan masukan/pendapal/saran pada saat pembahasan

H.Masukan
Adalah materl/bahan yang perlu dipersiapkan untuk penyelenggaraan
Musrenbang Kecamatan antara lain adalah -
1. Tingkat Kecamatan, antara lain:
a. Daftar usulan kegiatan hasil Musrenbang Desa/Kelumhban yang '=la

b,

diinput pada e-planning:

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan dan Rencana  hem
Kecamatan Tahun 2017-2022;

Hasil evaluasi pelaksanaan keglatan pembangunan di Recar i
Draft Rancangan Awal Rencana Kerja Kantor Camal, sang (=iad
diinput pada e-planning,

Daftar nama anpgeota delegasl dari desn/kelurnhan untuk mengik
Musrenbang Kecamatan dengan memberikan akses lebili besar dad
unsur perempuan; dan



2

Daftar nama wakil lkelompok fungsional/asosias| wargs. Koperas
LSM yang mempunyal wilaval kerja di kecamatan atau OTERNIisss
tani/nelavan yang ada dl tingkat kecamalsn dengan memiBeric
akses |ehih besar dari unsur perempuan.

2. Tingkat Kabupaten, antara lam:
4. Format Daftar/Bank Program Kegiatan untuk memooabis

penyampatan Program dan Kegiatan Yang diusyikan, melalil apikss

e-planning;
Informasi tentang isu strategls dan amh kebijukan daemb Deserto
program kegiatan prioritas yang teranghum dalam Rancangan Aw
Rencana Kera Pemerintah Daerah (RKPD] yvang menjadl foics
perencanaan dan pembangunan daemh serta prioritas  kegiati
pembangunan daerah  untuk tahun mendatang. yang omne
berdasarkan Paket [nformasi Keglatan Pembangunan vang akal
dilaksanakan di wilayah kecamatan bersangkutan;

Informasi tentang Indikasi dan perkiraan keuangan; dan

Draft Rancengan Awal Rencana Kerjs PD, vang telah dimput padi

e-planning.

1. Meksnisme Pelaksanaan
1. Ketentuan Umum

Fokus Musrenbang Kecamatan adalah untuk merumuskan o
menetapkan prioritas pembangunan Kecamalan;

Musrenbang Kecamatan memiliki fungsl urituk mengkompllas
mengklarifikasl dan mengklasifilkasl usulan prioritas kelurdhan s=su
dengan tugas fungsi masing-masing PD;

Musrenbang Kecamatan memiliki fungsl untuk melakdlkan verilikas
kembali dan penajaman usulan kebutuhan kegatan prorias al
mendesak yang diambid dar  usulan  kebutunan  ooori
desa/kelurahan maupun darl prioritas kecamatan; dan

. Musrenbang Kecamatan berwenang menetaphkan bsulan keburidhs

prioritas rencana pembangunan darl desa/kelurahan dan rencal
kerja |Renja] Kecamatan.

2. Lingkup Pembahasan
Lingkup pembahasan Musrenbang Kecamatan, terditi dart 3 [Hga) bidang
pembahasan yang terdiri dar]:
a. Bidang Ekonomi, yang meliputi:

1) Urusan Perdagangan;

2) Urusan Pariwisata;

3| Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinti
4| Urusan Linglkungan Hidup:

5] Urusan Perdagangan dan ESDM;

6| Urusan Pertanian;

7] Urusan Perkebunan;



8) Urusan Ketahanan Pangan:

g] Urusan Perilanan;

10} Urusan Koperasi Usaha Keell dan Menengih:

11] Urusan Keuangan; dan

12) Urusan Pengawasan.

b. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, vang meliputl

|| Urusan Kesehatan:

2| Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluargs Berencana,

3] Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

4] Urusan Pendidikan;

5] Urusan Pemuda dan Olahragal

6] Urusan Tenaga Kerja;

7] Urusan Perpustakaan dan Kearsipan;

8 Urusan Sosial,

3) Urusan Kebudayaan,

10) Urusan Periindungan Masyarakal;

{1} Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

13)Urusan Persandian;

13] Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

14| Urusan Kesatuun Bangsa dan Politik:

15| Urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia: dan

16)Urusan Pemerintahan Umum.

c. Bidang Infrastrukiur, Tata Ruang dan Pengembangan Wilaval
meliputi

1] Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang;

2| Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman:

3| Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

4} Urusan Perhubungan;

5) Urnsan Transmigrasi,

6] Urusan Komunikas: dan [nformatika;

7) Urusan Penanggulangan Bencana; dan

8] Urusan ESDM.

3. Teknis Pelaksanaan
a. Pelaksanaan Pra Musrenbang Kecamatan:

1) Pelaksanaan Pra Musrenbang RKecamatan untok  melalukar
penginputan usulan program/kegiatan prioritos hasil musrenbanrg
Desa/Kelurahan ke dalam aplikasi e-planing:

2] Pramusrenbang Kecamatan akan difasilitasi aleh SAappesd
Kabupaten Bolaang Mongondow dan dilaksanakan gabungs
beberapa kecamatan terdekat dengan jadwal dan tempar alki
ditentukan olell BAFPEDA;

3] Dalam pelaksanaan Pra Musrenbang menghadirkan Perangho
Daerah, untuk melakssnaban werifikasi awal atas  astla
musrenbang desa/kelurahan sesuai tugas fungsi peranghol
daerah,



4| Peserta Pra Musrenbang Kecamatan adalah perwakilan Pemeriniah
Desa/Kelurahan serta aperator komputer:
5) Bahan masukan Pra Musrenbang Kecamatan adalal Berita ACare
hasil musrenbang Desa, Kelurahan; dan
6) Hasll Pra Musrenbang Kecamaran adalal selurubl  usudla
program/keglatan priorias hasi] Musrenbang Desa, Kelurihar
telah masuk ke dalam e-planning.
. Tahap Persiapan Musrenbang Kecamatan
Tahapan persiapan inl dilaksanakan dengan tujuan  unid
mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan agar Cape
berjalan dengan efektif, efisien dan terarah. Tahap persiapan melipi!
1] Mensosialisasilkan pelaksannan Musrenbang Recamatan.
2| Membentuk Panitia/Tim Penvelenggara Musrenbang Kecamaian
3| Menyusun jadwal pelaksanaan dan susunan acara Mizsren bang
Kecamatan;
4] Melakukan identifikasi dan penetapan peserta M sre i
Kecamatan;
5] Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperfukan pads  saaf
pembahasan Musrenbang Kecamatan:
6] Mengumpulkan, menginventarisir dan mengkompllasikan Dalie
Usulan Desa/Kelurahan; dan
7) Berkoordinasi dengan Stakeholder, Bapeda dan Fasilitailo
Musrenbang Kecamatan
. Pelaksanaan Musrenbang
1) Sambutan Camat
Penyampaian Camal tentang permasalahan umum di Hngkal
kecamatan dan informasl kebijakan pembangunan dan arapa
harapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
2] Argshan dan Sambutan Pemerintah <abupaten Bolaan
Mongondow sckaligus membuka secarm resmi Muscenbare
Kecamatan.
3) Materi darl Narasumber tentang Visi, Misi, Tulusn, Sasars
Prioritas dan Tema Pembangunan Kabupaten Balaang Moogondo
4] Proses Musyawarah
8) Musyawarah Kesepakatan Antar Desa/Relurahan
Musywarsh ini merupakan musyawarah Romunikasi dsn
koordinasi pembangunan desa/kelurahan vang komprehesisil
dan terpadu dihadiri oleh masing-masing kepala desa/ lurah
kecamatan, PD tngkat kecamatan sebagal narasumber i
difasilitasi oleh tim fasilitator deri Bappeda dan Camar yvang
bertujusn  membahas  kesepakaian-ikesepakatan  anne
desa/kelurahan mengenai program dan kegiatan yang ke
menjadi peluang dan akan dilaksanakan di masing masing
desa /kelurahan.



b) Perwakilan PD memberikan masukan terkait dapat atau Htir
dapat diterusian untuk diverifikasi lapangan sampal dengad
d.ln.lmﬂdirnjm usulan mn!b'ﬂl‘ﬂkﬁl- dengan Argumentas yang
jelas dan dapat dipahami.

&) Proses Musyawarah dibagi ke dalam 3 (ugal Ehdang
Pembahasan yang terditi dar
(1] Bidang Ekonomi

PD/Unit Kerjn yang rermasuk dalam bidang ind mellptiti
(o) Dinas Perdagangan dan ESDM (Perdagangan)
(b} Dinas Pariwisata dan Kebudayaan [Prawisata);
{c) Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu
Pintu;
id] Dinas Lingkungan Hidup,
fe} Dinas Pertanian;
Iff Dinas Perkebunan;
(g} Dinas Ketahanan Pangan;
(h] Dinas Perikanan;
lij Dinas Koperssi Usaha Kecil dan Menengah;
] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
(k) Badan Keuangan Daerah)
(Il Inspektorat Daerah:
(m| Bagian Keuangan Setda; dan
in| Bagian Administras| Pembangunan Setda
{2} Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia
FD/Unit Kena vang termasuk dalam bidang mi medipail
la) Dinas Kesehatan:
ib] Rumah Sakit Umum Daerah!
le] Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencani
(d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal:
(e} Dinas Pendidikan,
il Dinas Pemuda dan Olahraga;
[g] Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerp (Tenaga ke
[h) Dinas Perpustakiann dan Kearsipar;
(] Dinas Sosial,
il Dinas Pariwisata dan Kebudavaan (kebudayaan)
(k| Satuan Palis| Pamong Praja;
(I} Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
(m] Dinas Komunikasi dan Informatika [Persandian):
[n) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan:
lo} Badan Kesatuan Hangsa dan Politik
(p| Sekretariat DPRD;
lq) Baglan Administrasl Pemerintahan Daerah Setda
ir) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Serin;
|s| Bagian Organisasi Serda;



(1] Bagian Administrast Kesejahteraan Rakyat Setda dian
(u] Bagian Tata Lisaha. Humas dan Protokol Setdi
(3] Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Pengembangsii
PD/Unit Kerja yang termasuk dalam hidang Ini mellputi
(@] Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
[b] Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
[¢] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
ld] Dinas Perhubungan;
le} Dinas Trensmigrasi dan Tenaga Kerje (Transmigrasi);
(} Dinas Komunikasi dan Informatika [Kominioj:
(g Badan Penanggulangan Bencana Dacmbh;
(] Dinas Perdagangan dan ESDM (ESDM);
il Bagian Layanan Pengadaan Setda; din
i} Bagian Umum dan Perlengkapan Serda.
3) Pleno Hasil Musyawarah Bidang

Pleno tusyawarah dimaksudkan untuk memaparkan hasd

pembihasan usulan desa/kelurahan dengan Perangkal Daets

Musrenbang dengan tujuan untuk :

a. Mensosialisasikan aas sefuruh rangkaian proses dan sl
diskusi kelompok dan memperoleh masukan dalam rangks
konsolidasi akhir kegiatan.

b. Dalam menentukan usulan  prioritas/ranking  usulan
Kecamatan berdasarkan :

- Visi, Misi, Tema dan Prioritas Rencana Pembangunan
Daerah;

- Diusulkan oleh 2 {dua) atau lebih Desa/kelurahan peserra
Musrenbang Kecamatan; dan

- Kemendesakan untuk dilaksanakan.

c. Membuat rumusan akhir hasil musrenbang dan dokume

proses serta hasil pelaksanaan musrenbang
4] Penandatanganan Berita Acara Musrenbang REPD o1 Tingso
Kecamatan.
5] Penutupan Musrenbang Kecamatan

J. Keluaran
Hasll Musrenbang Kecamatan dimuat daiam Berita Acara Musrenbang
sesual dengan l[ampiran [ Surat Edaran Ini, vang ditandstangani alel loethn
panitia Musrenbang Kecamatan dan diketahul aleh Camat. yvang diser.
Lampiran:
l. Rancangan Rencana HKerja Kantor Camat disertal Usulan keguaton
pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kecamatan melalu: Helanm
Langsung Kecamatan.



2. Usulan Iugiutmymg&imkammd:uihnunnﬂ:cﬁtumpmgm sebagal
keginstan yang akan dikerjaksn oleh PD dengan biaya APBD maupur
Wmﬂmﬂn}ﬂhﬁlmdihﬂhﬂpﬂﬂulﬂm:

K. Pembiayaan
Eiuylpmj—ni:nwhtumhangummhnbcmnﬂwdnn APHEIL

Kabupaten Bolaang Mongondow pada Program dan lkegiatan Kecamatar
IMASINg-Masmg
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPAT! BOLAANG MONGONDOW
NOMOR &4 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGOGARAAN DAN PETUNJILS
PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PEDOMAN PELAXSANAAN FORUM PD/GABUNGAN PD
DAN MUSRENBANG HABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

A. Pengertian

1. Diskus: Forum PD adalah wadah bersama antar pelalcu pembangunen
untuk membahas prioritas program dan Kegiatan pembangunan has)
Musyawarah Rencana Pembangunan [musrenbang) keeamatan defigal
PD, serta menyusun dan menyempurmakan Renja PO,

2. Musrenbang Kabupaten adalah forum musyawarah bersame  anlo
pelakuy pembangunan bertujuan untuk mencapal konsensus deon
kesepakaran tentang Draft Final RKPD [Rencana Kerja Femermmsi
Daerah|, vang memiiat:

. Arah kebljakan pembangunan daerah,

b. Arah program dan Lkegiatan prioritas PC berlbut  peckira
anggarannya serta Renja (Rencanas Kerja) PD,

€. Kerangica ekonomi makro dan kapasitas keuangan daerah;

d. Prioritas program dan kegiatan yang skan dibiaya: aleh AFPBD, AP
Provinsy, dan sumber-sumber pemblavaan lainnva:

e. Rekomendas! dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsl oo
Pusat.

3. Diskusi Forum PD dan Musrenbang Kabupaten dilaksanakan dalam sar
rangkalan kegiatan yang terintegrasi yang tals card penyelenggarannnyi
difasilitasi oleh PD terkat.

B. Tujuan

Diskusi Forum PD dan Musrenbang dilaksanakan dengan tuluan anta: s

lain untuk:

|. Mensinkronkan kegiatan prioritas pr_rmhangunnn yvang bemsal da
kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Perangka! Doern’
(Renja-PD) Kabupaten.

2. Mepetapkan prioritas  Renja-PD  Kabupaten  berdasarka
sinkronisasi antara prioritas kegiaten pembangunan vang berssal o
Kecamatan dengan Rancangan Rencana Kerja Satuan Peranghn: Dner
(Renja-PD) Kabupaten.

3. Menyesuaikan prioritas Renja-PD dengan plafon/ pagu Belanis Laiigs
yang termual dalam prioritas pembangunan dasrah/Rancangan Bl
Kabuparen

4. Mendapatkan rinclan rancangan awal Renja-PD, khususnvs van ?
berhubungan dengan pembangunan dari hasil diskusi Forum FDJ Forun
Gabungan PD;

5. Mendepatkan rincian rancangan awal Kerangka Regulasl menurur PO
yang berhubungan dengan pembangunan dar hasil diskusi Farum 00

dan Forum Gabungan PD.
-



6. Mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKP
yang memuat prioritas pembangunan daerah, pagu Indikatll peatani
berdasarkan fungsi PD, termasul dalam pemutakhimn ini adaisl
informasi mengenai keglatan yang pendanaannya bermsal dar AYE
Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya

7. Menyepakat! Rancangan Awal RKPD menjadi Rancangan REYD

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Diskusi Forum PD dan Musrenbang kabupaten dilaksanakan pads ming
ke dua sampal minggu ke empat bulan Maret
Yang dilaksanaken di Aula atau Oedung yang representnnil un
menampung seluruh  peserts Diskusl Forum PD dan  Mustenba
Kabupaten.

D. Peserta
Peserta Diskusi Forum PD dan Musrenbang Rabupaten, mewikl
masyarakint dan [embaga/organisasi Kemasvara<atan serta peEiEid
pembangunan lainnya yang ade di wilayah kabupaten, vang terdiri dati
1. Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow,

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongandow,

Unsur Pemerintan Provinsi Sulawesi Utara.

Instansi Vertikal dil Kabupaten Bolaang Mongondow.

PD Linglup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

BUMN dan BUMD yang beraktifitas di Kabupaten Bolaang Mongondow

Unsur Masyarakat:

a. Delegasi/Walli Amanah Kecamatan;

b. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakar;

¢. Perwakilan Pelalu Pemberdayaan Masyvarakat vang betdomisil o
atau beraktifitas di Kabupaten Balaang Mongondow,

d. Lembaga Non Pemerintah dan atau Kelompok masvarakal di tngh -
Kabupaten yang berkaitan langsung dengan fungs!-lungs
Kabupaten yang bersanghkutan;

e. Perwakilan Pelaku Usaha yang berdomisili dan atau berakiifitas o
Kabupaten Bolaang Mongondow;

[. Perwakilan Kelompok pengusaha kecil/sektor informal;

g Perwakilan Kelompok Masyarakat Marginal; dan

h. Kelompok profes! [dokter, dosen, guru, pengusaha, dan laim - bun)

il B

E. Narasumber
1. Narasumber pada Diskusi Forum PD/Gabungan PD:
a. Kepala PD,
b. Unsur Bapeda Kabupaten Bolaang Mongondow; din
. Unsur Praktisi dan Akademisi yang peduli pada proses perencanusn



2. Narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang 2019
g, VUnsur Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara:

b. Unsur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
e. Unsur Praktisi dan Akademisi yang peduli padn proses perencaiians

F. Fasilitator

Untuk mendukung pelaksanaan Diskusi Forum PD dan Musrenbang
Kabupaten, dibentuk tim fasilitasi Musrenbang vang sekretardin
berkedudukan ¢ Bapeda Kabupaten Bolaang Maongoniow.

Fasilitator Diskusi Forum PD/Gabungan PD dan Musrenbang Kablpater
dikoordinir oleh masing-masing Kepala Bidang pada Bappeda Kabupate:
Bolaang Mongondow sesual dengan bidang koordinasinya.

Fasilitator dapat ditunjuk dari pejabat struktural dan atau sl Lingkip
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow vang dianggap cakon
dan mampu membantu pelaksanaan tahapan Diskusl Forum PD/Cabungan
PD dan Musrenbang Kabupaten.

G. Masulan

Hal-hal yang perli dipersiapkan scbagal masukan dalam penyesienggarie

Diskusi Forum PD/Gabungan PD dan Musrenbang berupe matersi yiu)

terdiri dari:

1, Prioritas pembangunan dasrall atau Rancangan Awal REFD,

2. Kompilasi Hasil Musrenbang Kecamatan berupa informasi tentang calls
prioritas kegatan pembangunan hasll Musrenbang Recamatan Vi
siudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dart AFBL mabupais
menurut PD Kabupaten terkait, APBD Provinsi dan APHBN/Remetiter)
Lembaga vyang telah dinput dl Sistem Inlormasi Pefencanad
Pembangunan (e-planning||

3. Rancangan Rencana Kerja FD yang berisi prioritas program Regiatan Bl
dalam kerangka regulasi dan kerangha anggaran yang dipllah menuri
sumber pendanaan haik dari APBD Kabuparen, APBD Provins: dan
APBN/RKementenan-Lembaga:

4. Hasil kesepakatan rapat koordinasi sektoral di tingkat provinal beruns
rancangan rencana kerja sehtoral masing-masing PD vang memu
informasi program dan indikasi pagu pendanaannya;

5. Hasil verifikasi lapangan (teknis dan administrasi) atas usulan yang
diteruskan ke PD hasil Musrenbang Kecamatan lengkap dengan Proposa)
pendukung [sesual usulan kegiatan); dan

6. Pokok-pokok pikiran DPRD hasil reses vang telah diinput & Sisee
Informasi Perencanaan Pembangunan |e-planning.

H. Peran Dan Fungsi Pelaku Kegiatan

1. BAFPEDA :
a. Koordinator atail penanggurgiawab pelaksansan Farum Peranglo
Daerah,
b. Membentuk tim pelaksana penyelenggarasn Forum  Perangs
Daerah,

¢. Melakukan koordinasi dalam pelaksannan Forum  vaine
diselenggarakan sesual dengan hidangnva;

¥



d, Melaksanakan monitoring pelaksanaan Forum Perangkat Darrah;

e. Mengkompilasi dan mengidentifikasl prioritas kegiatan pembangunan
hasil Forum Perangkat Daerah darl semua bidang, dan

[. Sebagainarasumber dalam pelaksanaan Forum Perangical Diaerih.

9. Tim Pelaksana Forum Perangkat Daerah:

a Melaksanaksn Forum Perangikal Daerah;

b, Mempersiapkan dan Memaparkan Rancangan [encani Reria (Renji
Perangkat Daerah masing-masing dengan berpedoman  kep#di
RPJMD  Kabupaten Holaang Mongondow  dan  oriorilas
program /kegiatan Pembangunan Kabupaten;

c. Memverifikasi dan Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah dengan hasd
Musrenbang Kecamatan;

d. Membuat Berita Acara pelaksanaan Forum Perangkat Dacmn oa
ditandatangani oleh Tim Pelaksana dan perwakiian peserta: dar

e. Memberikan laporan hasil darl Forum Perangkal Duerah valtll Herl
Acara Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, heserta lampirannys

3. Anggota DPRD: _

a Memberikan masukan. pendapar dan saran pada  Saa  cord
Perangkat Daerah: dan

b, Menyampalkan penjelasan atas usulan masyaraial berdasarian has
Reses NPRD Kabupaten Bolaang Mongandow.

4. Delegasi Kecamatan;

& Memberikan pendapat dan penjelasan secara detall tentang usulan
program;/kegiatan Hasil Musrenbang RKPD tingkat Recamatan yang
telah diinput pada e:planning, dan

b. Melakukan pengawalan usulan program/kegiatan

1. Mekanisme
Mekanisme pelaksanaan Diskusi Forum PD dan Musrenbang habupaie
dilaksanakan dalam satu rangkalan Kegiatan wyang fenntegias,, o)
tahapannya terdiri dar:
1. Persiapan
a. Finalisas| Hasil Musrenbang Kecamatan
Bapeda melakukan pemilaharn hasil Musrenbang keocamal
berdasarkan bidang pelayvanan masing-masing FD
b. Finalisas: Rancangan Rencana Kerja PD
Masing-masing PD melskukan sinkronisas: daftar keguatan priorioas
pembangunan dari setiap kecamatan dengan daltar Reglatan priocitas
pembangunan yang berasal dari Rancangan Renja masing-masing PL
¢. Finallsasi Hasll Rapat Koordinasl Teknis Perencanaan.
Masing-masing PD melakukan sinkronisasl Program Kegintan dengon
hasi! koordines: tckmus dengan provinsi uniuk diinternalisasikan
kedalam Renja PD.
2. Diskusi Farum PD
8. Diskusi Forum PD di bagi kedalam 3 (tign) bidang vang terdirl dari:
1) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alum

Difokuskan untuk membahas prioritas program/kegiaman dalam
rangka:

<



) Pongembangan pariwisata;

bj Peningkatan Produktifitas Pertanian;

¢l Peningkatan Pendapatan Masyarakal;

d] Pemberdayaan Koperasi dan UMRM; dan

&) Program pendukung lainnya di Bidang Ekonomi

PD/Unit Kerja vang termasuk dalam bidang i meliputs

al Dinas Perdagangan dan ESDM (Perdagangan);

bl Dinas Parfwisata dan Kebudayaan [Parfwisatul:

¢l Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satl #uil,

dl Dinas Lingkungan Hidup;

el Dinas Pertanian;

fi Dinas Perkebunan:

gl Dinas Ketahanan Pangan:

h| Dinas Perikanan;

i Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

il Badan Perencanaan Pembangunan Dasrah;

ki Badan Keuangan Daerah;

1} Inspektarat Daerah;

m| Bagian Keuangan Setda; dan

n| Bagian Administrasi Pembangunan Setda.

2) Bidang Sosial dan Pembangunan Manusia

Difokuskan untuk membahas prioritas program) kegiatan dala

ranghka :

g} Perlussan akses masyarakat terhadap pendidican da
kesehatan vang lebih berkualitas]

b) Pengurangan kemiskinan/bantuan sosial;

¢| Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayvaan Perempuan,

d| Akselerasi Peningkatan [IPM. Peningkatan kapasitas nstitus
pemerintahan yang mencakup: pemerintahan  un
pemenntahan kecamatan, pemerintahan desa, pemerintahn
kelurashan,  perlengkapan, pengawasan, em  keing
pembangunan / pemerintahan, keamanan, Ketertiban  da
hukum;

¢} Revitalisasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintals
dan Desa/Relurahan;

fi Peningkatan kualitas jayanan Administras: Kependudulmn:

gl Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Neger

hj Peningkatan sfektifitas pemberdavaan masvarakat! dan

i} Program pendulung lainnya dl Bidang Sosal dis
Pembangunan Manusia.

PD/Unit Kerja yang termasuk dalam bidang ini meliput;

a| Dinas Keschaman;

bl Rumah Sakit Umum Daerah;

¢} Dinas Pengendallan Penduduk dan Kelunrga Serencans

d) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ansk

e} Dinas Pendidikan;

fi Dinas Pemuda dan Olahraga;

Y



EI Dinas Tmn.:mjﬁraul dan Tenaga Kerja [Tenaga hering,
hi Dinas Perpustakaarn dan Kearsipan;
i| Dinas Sosial;
|| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (kebudayamni;
k| Satuan Polisi Pamong Praja;
|| Dinas Kependudukan den Pencatatan Sipil:
m) Dinas Komunikas! dan Inlormatika (Persandiani;
n| Badan Kepegawalan, Pendidikan dan Pelatihan:
ol Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
p| Sekretariat DPRD;
q) Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah Setda:
r| Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda;
s| Bagian Organisas! Setda;
t| Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda: dir
u| Bagian Tata Usaha, Humas dan Protokel Setda.
3) Bidang Infrastruktur, Tats Ruang dan Pengembangan Wilayuh
Difokuskan unuk membahas prioritas program kegiatan
dalam rangka :
a| Pembangunan infrastruktur jalan, peroubungan, |(Erngan
irigasi, telpon, distrik, air minum dan energl untuk menduiomng
pengembangan wilayah:

b} Penataan kawasan perumahan dan permukiman;

¢l Pelestartan lingkungan hidup serta program pendukung 0
bidang infrastrulktur lamnya; dan

d) Program pendukung lainnya di Bidang [nfrastrukror, Tam
Ruang dan Pengembangan Wilayah.

PO/ Unit Ketja yang termasuk dalam bidang ini meliputl:

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

bl Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

cl Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

d] Dinas Perhubungan:

¢] Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transmigrasil.

fi Dinas Kemunikasi dan Informatika (Kominfo|;

g Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

h) Dinas Perdagangan dan ESDM (ESDM);

i{| Bagian Layanan Pengadaan Setda; dan

JI Bagian Umum dan Perlenghkapan Setda

h. Pelaksanaan Diskusl Forum PD

| Pemaparan alur proses diskusi dan arah kebijakan, polorin e
program kegiatan pembangunan berdasarkan masing masing
bidang yang dilalkkukan oleh Kepala Bidang Perencanann s
Bappeda.

d] Pemaparan FRancangan Renja PD termasuk prioritas progrom da
kegiatan oleh kepala PD yang bersangkutan.

3} Verifikasi kegiatan prioritas kecamatan oleh para  delegas
kecamaten untuk memastikan kegiatan prioritas dan lkecamati

telah tercantum dengan cara berdiskusi dimasing masing desk
PD,

‘



4] Pembahasan Rancangan Renja PD oleh peserta diskus: bak
narasumber yang telah ditumjuk, delegasi kecamatan, P Tingka!
Ksbupaten lainnya.

5] Penetapan sekaligus pleno Rancangan Renja masing-masing P

6) Finalisasi rumusan hasil Diskusi Forum PD pada masing-masing
bidang dan Penandatanganan Beritn Acara Hasil Kescpakniar
Diskusi Forum PL.

¢. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten

1} Bambutan Bupan yang berisikan tentang amah  kebijako
pembangunan ksbupaten secars umum dan harapan-harapar
pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

2) Pemaparan Rancangan RKPD dan Tahapan Pelaksanass
Rangimian Musrenbang Tahun 2019 oleh Kepala Bappeda

3) Pemaparan arah kebijjakan pembangunan tingkat propins
disampaikan oleh kepala Beppeda Propinsi atau perwakilunnva
vang hadir dalam pelaksanaan Musrenbang Rabupaten.

4) Pemaparan atau preseniasi Koordinator Forumn PD mengen
program kegiatan prioritas pembangunan MASINE-mAasing mdang
schagai hasil diskusi Forum PD.

5] Pemaparan dipandu [moderator) oleh kepala bidang pado
Bappeda menurut bidangnya masing-masing

6] Pemaparan Hasil bermujuan untuk memberikan ruang vermifikas
dari Anggota Forum PD Lainnya, delegasi kecamatan, dan
delegasi Forum PD serta narasumber lainnya untuk memperoled
masukan ymng berupa kritisi dan penajaman-penajaman Seria
koordinasi dalam rangka implementasi rencana program o
kegiatan schingga nantinya mampu menciptakan sinloonisa
program lintas selctor di ungkat labupaten.

7] Penandatanganan Berita Acara Hasil Kesepakainn Mustonbsng

J. Kelunran

Keluaran dari pelaksanaan Diskusi Forum PD dan Musrenbang kabupaton

adalah kescpakatan tentang rumusan yang menjadi masuban utama untul

memutakhirkan mncangan REPD dan rancangan Renja-PD, yang melipub

1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon) page
dana berdasarkan fungsi/PD.

2. Kescpakatan tentang Perumusan Rencangan Akhir RKPD sane
menyangkut program/kegiatan intas fungsi.

3. Daftar kegiatan priorims yang sudah dipilah berdasarkan sumber
pembisysan dari APED Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber
pendanasn lainnya.



. K. Pembiayaan
Blaya Penyclenggaraan Diskusi Forum PD dan Musrenbang Rabupates
bersumber dari anggaran DPA Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
serta sumber pembiayaan lainnya yang sah.
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